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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan 

dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Perjanjian baku elektronik PT X yang dibuat secara sepihak oleh PT X 

sebagai pelaku usaha berdasarkan penelitian berisi klausula baku yang 

melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 18 ayat (1) 

UUPK yang mengatur tentang pencantuman klausula baku. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku elektronik aplikasi PT X 

mencantumkan klausula baku yang dilarang, yaitu klausula eksonerasi 

yang dapat merugikan konsumen dan bertujuan untuk membebaskan PT 

X sebagai pelaku usaha dari tanggung jawab yang harus dipikulnya. 

b. Perlindungan konsumen atas klausula eksonerasi yang berdasarkan 

penelitian terdapat di dalam perjanjian baku elektronik aplikasi PT X 

dapat diberikan oleh UUPK. Secara jelas diatur di dalam Pasal 18 ayat 

(3) UUPK bahwa pelaku usaha yang mencantumkan klausula yang 

pencantumannya dilarang di dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) atau 

dikenal sebagai klausula eksonerasi, menyebabkan klausula batal demi 

hukum. Walaupun di dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) dinyatakan 

hanya klausulanya yang batal demi hukum, perlu diperhatikan bahwa 

akibat dari batal demi hukum pelanggaran terhadap syarat objektif 

perjanjian. Hal tersebut mengakibatkan perjanjian dianggap tidak 

pernah ada dan putusan hakim yang bersifat deklaratif. Jadi tidak hanya 

klausula baku yang batal demi hukum, tetapi perjanjian secara 

keseluruhan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya terbukti bahwa 

perjanjian baku aplikasi PT X mengandung klausula eksonerasi 

sehingga perjanjian antara PT X dan konsumen menjadi batal demi 
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hukum. Berdasarkan Pasal 4, 5, 6, dan 7 UUPK berkaitan dengan hak 

dan kewajiban para pihak yaitu dalam hal ini konsumen dan pelaku 

usaha, konsumen berhak untuk memperoleh keamanan dan keselamatan 

dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dalam hal ini aplikasi PT X. 

Jika konsumen tidak memperoleh hal tersebut, pelaku usaha dalam hal 

ini PT X wajib bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi  

dan/atau kompensasi atas kerugian tersebut. Sehingga dalam hal ini jika 

terdapat penyalahgunaan atau akses tidak sah yang dilakukan oleh 

pihak ketiga yang dapat merugikan konsumen, dalam hal ini konsumen 

terbukti tidak memperoleh keamanan dalam menggunakan aplikasi PT 

X sehingga PT X bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi 

dan/atau kompensasi kepada konsumen. Di dalam Pasal 19 UUPK 

dinyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan 

ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau 

jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha sehingga 

PT X dalam hal ini sebagai pelaku usaha bertanggung jawab atas 

kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai pengguna aplikasi PT X. 

Sanksi pidana pun dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 62 UUPK. 

Sehingga UUPK dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen 

aplikasi PT X. 

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan sebagaimana yang telah 

diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Pihak PT X sebagai pelaku usaha seharusnya mengubah beberapa 

klausula di dalam perjanjian baku elektronik aplikasi PT X yang 

merupakan klausula eksonerasi dan disesuaikan agar tidak bertentangan 

dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK tentang ketentuan pencantuman 
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klausula baku. Sehingga perjanjian baku elektronik aplikasi PT X tidak 

berpotensi merugikan konsumen.  

b. Perjanjian baku elektronik di dalam bentuk aplikasi merupakan 

teknologi yang tergolong baru di masyarakat pada saat ini. Sebagai 

salah satu perkembangan teknologi yang baru, pemerintah seharusnya 

mengkaji lebih dalam lagi dan memberikan penyuluhan kepada 

masyarakat terhadap perkembangan tersebut terutama di bidang 

perlindungan konsumen. Sehingga masyarakat tidak mudah diperdaya 

oleh pelaku usaha dan pemerintah dapat meningkatkan pengawasannya 

terhadap pelaku usaha yang menggunakan teknologi aplikasi tersebut. 
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